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Kata Pengantar

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan
daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara
Anggota ASEAN, seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan
integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economy Community
(AEC). AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai
pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC tersebut, para Pempimpin Negara ASEAN
pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan Nopember 2007, di Singapura, menyepakati AEC
Blueprint, sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan
komitmen AEC.

Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan
berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga
terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN.
Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang
bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan
hasil-hasil kesepakatan dan perkembangan implementasi kesepakatan kerjasama
integrasi ekonomi ASEAN sebagaimana digariskan dalam AEC Blueprint. Dengan
diterbitkannya buku ini, maka akan tersedia bahan bacaan yang lengkap, akurat dan
terkini tentang integrasi ekonomi ASEAN 2015 bagi semua pihak dan pemangku
kepentingan sehingga seluruh komponen bangsa memiliki pemahaman yang sama,
satu langkah dan irama yang berfokus pada pencapaian AEC 2015.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada
semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, antara lain Menko
Perekonomian, Departemen Luar Negeri, Depnakertrans, Departemen Keuangan
(Badan Kebijakan Fiskal, TKBJ & Ditjen Bea Cukai). dan buku ini akan kami update
setiap waktu sesuai perkembangan negosiasi hasil pertemuan di ASEAN.

Buku AEC ini jauh dari sempurna, kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak
sangat kami harapkan guna penyempurnaan lebih lanjut. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, Amin

Terima kasih.

Direktur Jenderal
Kerjasama Perdagangan Internasional, Depdag

GUSMARDI BUSTAMI
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun
1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi
ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
Community) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan
kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997
di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, para Kepala
Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan: (i) menciptakan Kawasan Ekonomi
ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus
lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih
bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan sosial-ekonomi, (i) mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa,
dan (iii) meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di
kawasan. Selanjutnya pada beberapa KTT berikutnya (KTT ke-6, ke-7) para pemimpin
ASEAN menyepakati berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi
tersebut.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala
Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati
pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang Keamanan Politik
(ASEAN Political-Security Community), Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan
Sosial Budaya (ASEAN Socio-Culture Community) dikenal dengan Bali Concord II.
Untuk pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN
menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang
implementasinya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.

AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam
mewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN
sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen
aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih
bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan dayasaing ekonomi tinggi, dengan elemen
peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual,



pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerse; (3) ASEAN sebagai
kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen
pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk
negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN
sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan
elemen perndekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan
meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Buku ini hanya fokus pada pilar pertama karena pilar ini memuat aspek utama dan
mendasar dari komponen integrasi ekonomi yaitu arus bebas barang, jasa, investasi,
tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas serta sektor prioritas integrasi.
Secara umum dilaporkan tingkat implementasi AEC Blueprint periode 1 Januari 2008 —
30 September 2009 oleh masing-masing Negara Anggota dengan menggunakan
instrumen Scorecard. Capaian Scorecard ini memiliki nilai politis karena dapat
mencerminkan kesungguhan ASEAN dalam mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN
(AEC 2015). Berdasarkan laporan AEC Scorecard yang disiapkan Sekretariat ASEAN,
tingkat implementasi Indonesia mencapai 80,37% dari 107 “measures” untuk periode
tersebut, berada pada urutan ke-7. Tingkat implementasi tertinggi dicapai oleh
Singapura dengan angka 93,52%, sedangkan yang terendah adalah Brunei
Darussalam sebesar 74,57%. Dalam buku ini diuraikan secara rinci capaian-capaian
Indonesia selama periode tersebut.

Pada Bab terakhir sebelum Bab Penutup, diuraikan berbagai peluang dan tantangan
yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dan saat yang akan datang dengan
diimplementasikannya AEC Blueprint. Meskipun sangat umum, buku ini juga mencatat
beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan
dayasaing agar mendapat manfaat yang nyata dalam menumbuhkan perekonomian
bangsa dan dalam menekan angka kemiskinan sehingga terwujud peningkatan standar
hidup masyarakat Indonesia.



BAB |
PENDAHULUAN

Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian ASEAN Economic
Community (AEC) yang berdayasaing dan berperan aktif dalam ekonomi global.
Sedangkan momentum menuju terwujudnya AEC 2015 tentunya tidak terlepas dari
peranan dari ASEAN sebagai organisasi regional sebagai "kendaraan” untuk
mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut tentang
AEC itu sendiri, maka kita akan mengawali tentang sejarah ASEAN dan sejarah
lahirnya konsep AEC 2015.

A. Sejarah Pembentukan ASEAN

Sejak dulu, secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki
nilai yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik
kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara
seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia
dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.
Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya
dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa

saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan.

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah
melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat
intra maupun ekstra kawasan seperti Association of Southeast Asia (ASA), Malaya,
Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), South East Asian Ministers of Education
Organization (SEAMEO), South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia
and Pacific Council (ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap

kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan.
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Untuk mengatasi perseturuan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia
Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka lima Menteri
Luar Negeri yang berasal Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand
mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang menghasilkan
rancangan Joint Declaration, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama
regional di kawasan tersebut. Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, maka pada
tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai
Deklarasi Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri
Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan
Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984,
Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli
1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.1

Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (Association of South East Asian Nations/ASEAN). Masa awal pendirian
ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya
(confidence building) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama

regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok

adalah untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan
kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan
dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-
bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati
keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan

ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

! http://www.aseansec.org/about_ ASEAN.html, diakses pada tanggal 18 November 2009
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3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-
masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial,
teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;

4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan
penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;

5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian
dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-
masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan
komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;

6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan

7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi
internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi
segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka

sendiri.

Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam Treaty
of Amity and Cooperation in SouthEast Asia (TAC) pada tahun 1976 adalah: (i)
saling menghormati, (ii) kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur
tangan dari luar, (iii) non interference, (iv) penyelesaian perbedaan atau sengketa
dengan cara damai, (v) menghindari ancaman dan penggunaaan kekuatan/senjata

dan (vi) kerjasama efektif antara anggota.

B. Kesepakatan-kesepakatan Ekonomi ASEAN

Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai
kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan Preferential
Tariff Arrangement (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup menonjol dan
menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC (AEC) pada tahun 2015 adalah
disepakatinya Common Effective Preferential Tariff — ASEAN Free Trade Area
(CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008,
kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6.
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Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan
kerjasamanya yang ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Framework
Agreement on Services (AFAS). Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula
kerjasama dalam bidang investasi ASEAN Investment Area (AlA).

Pada tahun 1997, para Kepala Negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020
yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya-saing tinggi dengan
pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat
kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. (ASEAN Summit, Kuala Lumpur,
Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan Kepala
Negara ASEAN disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020
yang dipercepat menjadi 2015 yaitu: (1) ASEAN Economic Community, (2) ASEAN
Political-Security Community, (3) ASEAN Socio-Cultural Community (ASEAN
Summit, Bali, Oktober 2003).

Pada tahun 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara di luar ASEAN dalam
bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA ) dalam sektor
barang (Goods). Pada tahun 2005, spirit integrasi ekonomi ASEAN semakin
ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (Priority Integration Sector (PIS))
yaitu untuk secara aggresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada
tahun 2013. Satu tahun kemudian yaitu tahun 2006, disepakati ASEAN-Korea FTA
(Goods). Pada bulan Januari 2007, para Kepala Negara sepakat mempercepat
pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama
ditandatangani ASEAN Charter and AEC Blueprint, ASEAN-China FTA (Services),
dan ASEAN-Korea FTA (Services).

Selanjutnya pada tahun 2008, AEC Blueprint mulai diimplementasikan dan ASEAN
Charter mulai berlaku 16 December 2008. Pada waktu yang sama, ASEAN-Japan
CEP mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani ASEAN Trade in Goods
Agreement (ATIGA); ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA),
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ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA (Goods), ASEAN-Korea
FTA (Investment), ASEAN-China FTA (Investment) dan AEC Scorecard.

C. Proses Menuju Kesepakatan AEC

1. ASEAN Vision 2020

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di
Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2020

dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

a. Menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki
daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan
investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan
ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-
ekonomi.

b. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.

c. Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas

di kawasan.

2. Ha Noi Plan of Action

Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi - Viet Nam, para
pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (Hanoi Plan of Action /HPA)
yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi 2020 ASEAN.
Rencana Aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 s/d 2004.

Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan Statement on Bold
Measures dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha,
mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah

krisis ekonomi dan finansial.
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3. Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)

Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan - Brunei
Darussalam disepakati perlunya dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)
guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah

spesifik dan jadwal pencapaiannya.

Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN
dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri
Begawan - Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di bidang

perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain:

a. Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi.;

b. Mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai;

c. Menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas
perdagangan jasa di kawasan ASEAN;

d. Menyelesaikan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (MRA) untuk bidang jasa

profesional.

4. Bali Concord Il

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada periode
1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya
peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic
Community merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN
Concord Il (Bali Concord Il), di Bali, bulan Oktober 2003.

Kemudian, ASEAN baru mengadopsi Bali Concord Il pada KTT ke-9 ASEAN di Bali
tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN

Community). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya
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ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya
ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam
membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa
meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (mutual
respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference), konsensus,

dialog dan konsultasi.

Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004,
konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Vientiane
Action Program (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja utuk
mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan program tersebut, High Level Task Force
(HLTF) diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan
rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi,
yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan sekaligus
merupakan kelanjutan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN
2020 dan Deklarasi Bali Concord II.

Pencapaian ASEAN Community semakin kuat dengan ditandatanganinya “Cebu
Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by
2015” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina,
tanggal 13 Januari 2007. Para Pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan
pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun
2015.

Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi 2015 ditetapkan dalam
rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti
dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal
tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20
persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; (ii)
meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik

internasional, HAKI dan adanya persaingan.

Menuju ASEAN Economic Community 2015 7



5. ASEAN Charter ( Plagam ASEAN )

Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN
menyusun ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai "payung hukum” yang menjadi
basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara Negara-
negara Anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat
prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dalam
mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN.

Lahirnya Piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya Vientiane Action
Programme (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada tahun 2004.
KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk High Level
Task Force (HLTF) on the ASEAN Charter yang bertugas merumuskan naskah
piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi Eminent Person Group (EPG)
on the ASEAN Charter.

Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para Kepala
Negara/Pemerintahan Negara-negara Anggota ASEAN pada KTT ke-13 di
Singapura, 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua
Negara Anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia telah
melakukan ratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk
Undang-undang No. 38 tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter Of The
Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa

Asia Tenggara)
6. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint
Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006

di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic

Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC.
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Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint, ditanda tangani pada
tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar
yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun
2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Penandatanganan AEC
Blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN
Charter). Jadwal strategis pencapaian masing-masing pilar terdapat pada

Lampiran 2.

AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk
mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk
melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC Blueprint memuat empat
kerangka utama seperti disajikan pada Bagan 1, yaitu:

a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen
aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal
yang lebih bebas;

b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan
elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan
intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerse;

c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata
dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa
integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan
Vietnam); dan

d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan
perekonomian global dengan elemen perndekatan yang koheren dalam
hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam
jejaring produksi global. Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang
masih menjadi perhatian utama ASEAN. Oleh karenanya, pada pemaparan

selanjutnya, pilar tersebut akan dibahas secara komprehensif.
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7. Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)

Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin — Thailand, para
Pemimpin ASEAN menandatangani Roadmap for an ASEAN Community (2009-
2015) atau Peta-jalan Menuju ASEAN Community (2009-2015), sebuah gagasan
baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu tiga Blueprint (Cetak Biru)
ASEAN Community yaitu (1) ASEAN Political-Security Community Blueprint (Cetak-
Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN), (2) ASEAN Economic Community
Blueprint (Cetak-Biru Komunitas Ekonomi ASEAN), dan (3) ASEAN Socio-Culture
Community Blueprint (Cetak-Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN) serta Initiative
for ASEAN Integration (IAl) Strategic Framework dan IAl Work Plan 2 (2009-2015).

Peta-Jalan tersebut menggantikan Program Aksi Vientiane (Vientiane Action
Program/VAP), dan diimplementasikan serta dimonitor oleh Badan Kementerian
Sektoral ASEAN dan Sekretaris Jederal ASEAN, dengan didukung oleh Komite
Perwakilan Tetap. Perkembangan terkait dengan implementasi ketiga peta-jalan
tersebut disampaikan secara reguler kepada para Pemimpin ASEAN melalui Dewan
Komunitas ASEAN (ASEAN Community Council/ACC)-nya masing-masing .

D. Struktur Kelembagaan ASEAN Economic Community

Dalam melaksanakan proses intergrasi ekonomi ASEAN menuju AEC 2015, sesuai
dengan Piagam ASEAN, dibentuk struktur kelembagan ASEAN yang terdiri dari
ASEAN Summit, ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Council, ASEAN
Economic Ministers, ASEAN Free Trade Area Council, ASEAN Investment Area
Council, Senior Economic Officials Meeting, dan Coordinating Committee. Langkah
awal kesiapan ASEAN dalam menjalankan integrasi ekonominya setelah
diberlakukannya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) adalah dengan ditetapkannya
Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN bidang ASEAN Economic Community/AEC

dengan tugas mengawasi implementasi AEC Blueprint, memantau dan menfasilitasi
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proses kesiapan kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung

pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.

ASEAN _Summit. ASEAN Summit merupakan pertemuan tingkat Kepala

Negara/Pemerintahan ASEAN, yang berlangsung 2 (dua) kali dalam setahun dan
diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alfabet di Negara yang sedang
menjabat sebagai Ketua ASEAN. Secara rinci dijelaskan dalam Piagam ASEAN
Pasal 7 bahwa ASEAN Summit adalah:

a. Merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN

b. Membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keptusan atas isu-isu
utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang
menjadi kepentingan Negara-Negara Anggota dan segala isu yang dirujuk
kepadanya oleh ASEAN Coordinating Council (Dewan Koordinasi ASEAN),
ASEAN Community Council (Dewan Komunitas ASEAN) dan ASEAN Sectoral
Ministerial Bodies (Badan Kementerian Sektoral ASEAN).

c. Menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan Terkait untuk
menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteri yang bersifat ad hoc,
dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas.
Aturan pelaksanaan pertemuan dimaksud diadopsi oleh Dewan Koordinasi
ASEAN, dalam hal di Indonesia, koordinasikan oleh Departemen Luar Negeri
dengan mengundang departemen terkait dibidang masing-masing.

d. Menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil
tindakan yang tepat

e. Memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII di
Piagam ASEAN

f. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-badan Kementerian
Sektoral dan lembaga-lembaga ASEAN

g. Mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkat
Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala
Negara/Pemerintahan berdasarkan rekomendasi pertemuan para Menteri Luar
Negeri ASEAN.
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ASEAN Coordinating Council (ACC). ASEAN Coordinating Council adalah dewan

yang dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh pertemuan tingkat Menteri ASEAN

yang membawahi ketiga ASEAN Community Council yaitu ASEAN Political Security

Community Council, ASEAN Economic Community Council, dan ASEAN Socio-

cultural Community Council. ACC melakukan pertemuan sekurang-kurangnya dua

kali setahun sebelum ASEAN Summit berlangsung. Berdasarkan amanat Piagam

ASEAN Pasal 8 tugas dan fungsi ASEAN Coordinating Council adalah untuk:

a. menyiapkan pertemuan ASEAN Summit;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian dan keputusan ASEAN Summit;

c. berkoodinasi dengan ASEAN Community Council untuk meningkatkan
keterpaduan kebijakan, efisiensi dan kerjasama antar mereka,;

d. mengkoordinasikan laporan ASEAN Community Council kepada ASEAN
Summit;

e. mempertimbangkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai hasil
kerja ASEAN;

f. mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai fungsi-fungsi
dan kegiatan Sekretariat ASEAN serta badan relevan lainnya;

g. menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jenderal
ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan

h. menjalankan tugas lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi lain yang
ditetapkan oleh ASEAN Summit.

ASEAN Economic Community Council (AEC Council). ASEAN Economic

Community Council merupakan Dewan yang mengkoordinasikan semua economic

sectoral ministers seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan,
energi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi dan lain-lain (Diagram 1).
Pertemuan AEC Council berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam
setahun yang dirangkaikan dengan pertemuan ASEAN Summit.

Wakil Indonesia untuk pertemuan AEC Council adalah Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian dengan Menteri Perdagangan sebagai alternate. AEC Council
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bertugas untuk melaporkan kemajuan di bidang kerjasama ekonomi kepada Kepala
Pemerintahan/ Negara ASEAN.

Summit
(=]
w
v
<C
S~
= AEC
é ----------------------* Council
<C
-
o
©
% . 1 1 | 1 | 1 | |
L; Emmmmms AEM iEEm=== AFMM =& AMAF i= AMEM = AMMin =| AMMST =& TELMIN g ATM M-ATM
g L ! ! L L L
E L) ] 1
R AFTA AlA
tﬁ Council Council ‘ AEDC
w
ASEAN
=== Committee of Permanent Representatives sm=====)s National
Secretariats

Catatan

--’ Koordinasi
— Koordinasi

= AEC Council : ASEAN Economic Community Council

= AEM : ASEAN Economic Ministers

= AFTA Council : ASEAN Free Trade Area Council

= AlA Council : ASEAN Investment Area Council

= AMBDC : ASEAN Mekong Basin Development Cooperation

= AFMM : ASEAN Finance Ministers Meeting

=  AMAF : ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry
= AMEM : ASEAN Ministers on Energy Meeting

=  AMMin : ASEAN Ministerial Meeting on Minerals

=  AMMST : ASEAN Ministers Meeting on Science and Technology
= TELMIN : ASEAN Telecommunication and IT Ministers Meeting
= ATM : ASEAN Transport Ministers Meeting

= M-ATM : Meeting of ASEAN Tourism Ministers

Diagram 1 : Struktur Baru Koordinasi Kerjasama Ekonomi ASEAN sesuai Piagam ASEAN
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ASEAN Economic Ministers (AEM). ASEAN Economic Ministers (AEM)

merupakan dewan Menteri yang mengkoordinasikan negosiasi dan proses
implementasi integrasi ekonomi. Para AEM melakukan pertemuan AEM, AEM
Retreat, dan dalam rangkaian ASEAN Summit. AEM menyampaikan laporannya
kepada AEC Council, dan selanjutnya AEC Council melaporkan semua hasil-hasil
implementasi ASEAN Blueprint kepada ASEAN Summit. Di bawah koordinasi AEM,
terdapat AFTA Council dan AIA Council, masing-masing dewan Menteri yang
membidangi bidang barang dan investasi. AEM dalam setiap pertemuannya
menerima laporan serta membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM.
AEM selanjutnya menyampaikan laporan secara komprehensif implementasi
ASEAN Blueprint kepada AEC Council pada pertemuan ASEAN Summit. Menteri
Ekonomi yang mewakili Indonesia dalam AEM adalah Menteri Perdagangan.

ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council). AFTA Council adalah dewan

menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh Menteri Ekonomi masing-masing

Negara Anggota bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi
komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN. AFTA Council melakukan
pertemuan tahunan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam rangkaian pertemuan
sebelum AEM. Dalam pertemuannya, AFTA Council pada umumnya menerima
laporan dari Coordinating Committee on the Implementation on the CEPT Scheme
for AFTA (CCCA) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM.
Koordinator AFTA Council untuk Indonesia adalah Menteri Perdagangan.

ASEAN Investment Area Council (AIA Council). AIA Council adalah dewan

menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi
komitmen di bidang investasi ASEAN. Pada umumnya, AIA Council mengadakan
pertemuan tahunan dalam rangkaian dengan pertemuan AEM. AIA Council
menerima laporan dari pertemuan Coordinating Committee on Investment (CClI) dan
membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. Koordinator Indonesia
untuk AIA Council adalah Kepala BKPM yang didampingi oleh Menteri Perdagangan

pada setiap pertemuan.
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Senior Economic Official Meeting (SEOM). SEOM merupakan pertemuan ASEAN

di tingkat pejabat Eselon 1 yang menangani bidang ekonomi. Pertemuan diadakan

4 (empat) kali dalam setahun, SEOM 1, 2, 3, dan 4. Dalam 2 (dua) pertemuan
SEOM (1 dan 3), pertemuan fokus pada isu intra ASEAN sedangkan pada 2 (dua)
pertemuan SEOM lainnya (2 dan 4), ASEAN mengundang Negara Mitra Dialog yaitu
China, Jepang, Korea, India, Australia & New Zealand untuk melakukan konsultasi
dengan SEOM ASEAN. SEOM dalam pertemuannya menerima laporan hasil
pertemuan dari dan membahas isu yang masih pending di tingkat Coordinating

Committee/ Working Group.

Selain SEOM, ASEAN membentuk task force tingkat pejabat Eselon 1, High Level
Task Force (HLTF). HLTF dalam pertemuannya membahas isu-isu penting yang
masih pending dan memerlukan pertimbangan khusus untuk dilaporkan ke tingkat

Menteri. Pertemuan HLTF biasanya hanya dihadiri oleh SEOM+1.

Coordinating Committees / Working Groups. Coordinating Committee/Working

Groups merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon 2 atau Pejabat
Eselon 3 di instansi terkait masing-masing Negara Anggota ASEAN. Pertemuan ini
diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, dimana hasil pertemuannya akan dilaporkan
kepada SEOM untuk diteruskan kepada AEM, AEC Council, ASEAN Coordinating
Council dan ASEAN Summit.

Saat ini, ada 22 (dua puluh dua) Coordinating Committee/Working Groups di bidang

ekonomi yaitu :

1. ACCCQ . ASEAN Consultative Committee on Standards and
Quality

2. ACCCP . ASEAN Coordinating Committee on Consumer
Protection

3. AEGC . ASEAN Experts Group on Competition

4. AFDM : Finance Ministers and Deputies Meeting

5. AHSOM . ASEAN Heads of Statistical Office Meeting
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ASOMM
ASOF
CCC
CCCA

© ® N O

10.CCI

11.CCS

12.COST

13.DG of Customs
14.1Al Task Force
15.NTOs
16.SLOM
17.SMEWG
18.SOM AMAF

19.SOME
20.STOM
21. TELSOM
22.WGIPC

ASEAN Senior Official Meeting on Minerals
ASEAN Senior Officials on Forestry
Coordinating Committee on Customs

Coordinating Committee on the Implementation on the
CEPT Scheme for AFTA

Coordinating Committee on Investment
Coordinating Committee on Services

ASEAN Committee on Science and Technology
ASEAN Directors General of Customs Meeting
Initiative for ASEAN Integration Task Force
National Tourism Organizations

Senior Labour Officials Meeting

ASEAN SME Working Group

Senior Official Meeting-ASEAN Ministries on Agriculture
and Forestry

Senior Officials Meeting on Energy
Senior Transport Officials Meeting
Telecommunications and IT Senior Officials Meeting
Working Group on Intellectual Property Cooperation
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BAB I
ELEMEN PASAR TUNGGAL DAN BERBASIS PRODUKSI SEBAGAI SALAH
SATU PILAR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh Negara ASEAN harus
melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil
secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam
AEC Blueprint.

A. Arus Bebas Barang

Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama AEC Blueprint dalam
mewujudkan AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan
mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diharapkan jaringan

produksi regional ASEAN akan terbentuk dengan sendirinya.

AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan
perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA). AEC Blueprint
mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih meaningful dari CEPT-
AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan
penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif
sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas
perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN
seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan ASEAN Single
Window (ASW), serta mengevaluasi skema Common Effective Preferential Tariff
(CEPT) Rules of Origin (ROO), maupun melakukan harmonisasi standard dan

kesesuaian (standard and conformance).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Negara-negara Anggota ASEAN telah menyepakati
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14
tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ASEAN Trade in Goods Agreement
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(ATIGA) merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam
liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (trade in goods). Dengan demikian,
ATIGA merupakan pengganti CEPT Agreement serta penyempurnaan perjanjian
ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif yang
disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint
terkait dengan pergerakan arus barang (free flow of goods) sebagai salah satu

elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional.

ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup
prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (non-discrimination, Most Favoured
Nations-MFN treatment, national treatment), liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif
tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi
teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (Sanitary and Phytosanitary
Measures), dan kebijakan pemulihan perdagangan (safeguards, anti-dumping,

countervailing measures).

ATIGA yang diharapkan mulai berlaku efektif 180 hari setelah penandatanganannya

pada tanggal 27 Februari 2009 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip
untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam ASEAN Economic
Community (AEC) tahun 2015 yang dituangkan dalam AEC Blueprint;

2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama diantara Negara-negara
Anggota ASEAN,;

Menurunkan biaya usaha,;

Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi;

Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi
yang lebih besar untuk para pengusaha di Negara-negara Anggota ASEAN;
dan;

6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.
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Manfaat dan Tantangan ATIGA Bagi Indonesia:

Dengan adanya ATIGA, diharapkan Indonesia akan mendapatkan manfaat di bidang

perdagangan antara lain:

1. Terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di bidang
perdagangan barang;

2. Terbukanya peluang untuk meningkatkan volume ekspor barang dari Indonesia
ke Negara-negara Anggota ASEAN lainnya;

3. Terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif dengan diterapkannya
penghapusan ekonomi biaya tinggi dan penyederhanaan perijinan;

4. Meningkatnya produktivitas secara internal untuk memperkuat daya saing;
Meningkatnya kemampuan pelaku usaha di ASEAN melalui pemanfaatan
berbagai kerja sama ekonomi yang disepakati;

6. Adanya kemudahan dan penyederhanaan prosedur kepabeanan, perijinan, dan
imigrasi bagi para pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dengan
pelaksanaan Persetujuan ini;

7. Terciptanya perdagangan barang yang lebih terprediksi, adil , transparan, dan
terstandarisasi;

8. Terciptanya lapangan kerja baru dan berkurangnya kesenjangan sosial
masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya penanaman modal di Indonesia;

9. Terbukanya peluang pemanfaatan teknologi diantara Negara Anggota;

10. Meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam perdagangan barang sehingga
peran serta Indonesia nyata dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN
2015.

Disamping manfaat, Indonesia juga akan menghadapi tantangan sebagai
konsekwensi dari diterapkannya ketentuan arus barang bebas. Dengan semakin
terintegrasinya pasar ASEAN, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya
dengan:
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Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas produksi;
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing;

Memperluas jaringan pemasaran;

NP

Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan

komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby.

Komitmen-komitmen Utama dalam ATIGA

1. Penurunan dan Penghapusan Tarif

Penghapusan tarif seluruh produk intra-ASEAN, kecuali produk yang masuk dalam
kategori Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL), dilakukan sesuai jadwal
dan komitmen yang telah ditetapkan dalam Persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan
dalam the Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) yaitu pada tahun 2010 untuk
ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk CLMV (Tabel 1) dan komposisi jumlah pos tarif dan
tingkat tarif produk masing-masing Negara Anggota yang masuk kategori Inclusion
List (IL), SL, HSL, Temporary Exclusion List (TEL), dan General Exceptions List
(GEL) pada tahun 2009 seperti disajikan dalam Tabel 2 dan 3.

Tabel 1. Jadwal Penghapusan Tarif Produk Kategori Inclusion List (IL) Negara ASEAN

Negara ASEAN Tahun Penghapusan Tarif IL

60% Pos Tarif 80% Pos Tarif 100% Pos Tarif
ASEAN-6 2003 2007 2010
Vietnam 2006 2010 2015
Laos and Myanmar 2008 2012 2015
Cambodia 2010 - 2015*

Catatan: * fleksibilitas higga 2018
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Tabel 2.

Komposisi Jumlah Pos Tarif Pada Kategori Produk Tahun 2009

Jumlah Pos Tarif

Negara Anggota
IL TEL GEL SL/HSL Lainnya*) | Total

Brunei D. (AHTN 2007) 8,223 - 77 - - 8,300
Indonesia (AHTN 2007) 8,632 - 96 9 - 8,737
Malaysia (AHTN 2007) 12,239 - 96 - - 12,335
Philippines (AHTN 2007) 8,934 - 27 19 - 8,980
Singapore (AHTN 2007) 8,300 - - - - 8,300
Thailand (AHTN 2007) 8,300 - - - - 8,300
ASEAN-6 54,628 - 296 28 - 54,952
Cambodia (AHTN 2002) 10,537 - 98 54 - 10,689
Lao PDR (AHTN 2007) 8,214 - 86 - - 8,300
Myanmar (AHTN 2007) 8,240 - 49 11 - 8,300
Vietnam (AHTN 2007) 8,099 - 144 - 57 8,300
CLMV 35,090 - 377 65 57 35,589
ASEAN 10 89,718 - 673 93 57 90,541

Catatan: *) 57 pos tariff dalam kategori produk CKD ini tidak terdapat dalam CEPT Legal Enactment
Vietnam mengenai Tarif Bea Masuk.

Tabel 3. Jumlah Pos Tarif pada Tingkat Tarif Produk ASEAN Tahun 2009

Negara Anggota Jumlah Pos Tarif Persentase
0-5 % >5% Other Total 0-5% >5% Other Total
Brunei D. (AHTN 2002) 8,223 - - 8,223 | 100.00 - - 100
Indonesia (AHTN 2007) 8,625 7 - 8,632 99.92 0.08 - 100
Malaysia (AHTN 2007) 12,173 32 34 | 12,239 99.46 0.26 0.28 100
Philippines (AHTN 2007) 8,857 77 -| 8934 99.14 0.86 - 100
Singapore (AHTN 2007) 8,300 - - | 8,300 | 100.00 - - 100
Thailand (AHTN 2007) 8,287 13 - 8,300 99.84 0.16 - 100
ASEAN-6 54,465 129 34 | 54,628 99.70 0.24 0.06 100
Cambodia (AHTN 2002) 8,539 1,998 - | 10,537 81.04 18.96 - 100
Lao PDR (AHTN 2007) 7,900 314 - 8,214 96.18 3.82 - 100
Myanmar (AHTN 2007) 8,240 - - 8,240 | 100.00 - - 100
Vietnam (AHTN 2007) 8,009 90 - 8,099 98.89 1.11 - 100
CLMV 32,688 2,402 - | 35,090 93.15 6.85 - 100
ASEAN 10 87,153 2,531 34 | 89,718 97.14 2.82 0.04 100
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Disamping itu, ATIGA juga mengamanatkan liberalisasi untuk 12 (dua belas) Priority
Integration Sector (PIS) yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN,
elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan apparel, pariwisata,
produk kayu dan jasa logistik pada tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012
untuk CLMV, sebagaimana diamanatkan dalam Framework (amandment)

Agreement for the PIS.

Untuk produk-produk dalam kategori SL dan HSL, harus masuk ke dalam skema
Inclusion List sesuai dengan jadwal yang disepakati. Setelah masuk ke dalam
skema Inclusion List, maka tarif produk-produk tersebut diturunkan menjadi 0-5%
selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013
untuk Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan 1 Januari 2017 untuk
Kamboja, sesuai dengan ketentuan dalam Protocol on Special Arrangements for

Sensitive Products.

Beberapa Negara Anggota ASEAN melakukan reservasi terhadap produk-produk
sensitifnya. Indonesia melakukan reservasi terhadap produk beras dan gula
sebagaimana tercantum dalam Protocol to Provide Special Consideration on Rice
and Sugar. Terdapat 16 pos tarif untuk gula dan beras yang diatur tersendiri melalui
Protocol to Provide Consideration for Rice and Sugar. Produk-produk tersebut akan

masuk dalam Inclusion List pada tahun 2015.

ASEAN juga menyepakati pemindahan produk kategori General Exceptions List
(GEL) ke dalam Inclusion List. Indonesia saat ini memiliki 96 pos tarif yang masuk

dalam GEL (contohnya produk minuman beralkohol).
2. Rules of Origin (ROO)
Fasilitas yang diberikan dalam kerangka CEPT hanya dapat dinikmati oleh produk-

produk yang berasal dari Negara Anggota ASEAN, yang dibuktikan dengan
Certificate Rules of Origin (Form D). Disamping itu, ROO juga bermanfaat untuk : (i)
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implementasi kebijakan “anti-dumping” dan “safeguard”; (ii) statistik perdagangan;
(i) penerapan persyaratan “labelling” dan “marking”; dan (iv) pengadaan barang

oleh pemerintah

Prosedur permohonan untuk memperoleh Certificate of Origin (CO) atau Surat

Keterangan Asal (SKA) Barang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Memenuhi Regional Value Content (RVC).

b. Memenuhi kriteria “Change in Tariff Classification (CTC)” sebagai kriteria
alternatif untuk menikmati tingkat CEPT bagi produk yang tidak dapat
memenuhi 40 % kandungan lokal/ASEAN. Kriteria CTC, dapat berupa
() Change in Chapter (CC);

(i) Change in Tariff Heading (CTH); dan
(i) Change in Tariff Sub-Heading (CTSH).

c. Memenuhi kriteria “Specific Process”, seperti diterapkan pada tekstil dan
produk tekstil (TPT) serta produk-produk kimia.

d. Kombinasi kriteria 2 atau 3 tersebut di atas.

3. Penghapusan Non-Tariff Barriers (NTBS)

ASEAN sepakat bahwa dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi menuju 2015,
seluruh hambatan non-tarif akan dihapuskan. Untuk itu, masing-masing Negara
Anggota diminta untuk:

a. meningkatkan transparansi dengan mematuhi ASEAN Protocol on Notification

Procedure;
b. menetapkan ASEAN Surveillance Mechanism yang efektif;
c. tetap pada komitmen untuk standstill and roll-back;
d. Menghapus hambatan non-tarif yang dilakukan melalui 3 tahap yaitu:

e ASEAN-5 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand)
- Tahap | : 2008
- Tahap Il : 2009
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- Tahap 1l : 2010

e Filipina :
- Tahap | : 2010
- Tahap Il : 2011
-Tahap Il : 2012

e CMLV
- Tahap | : 2013
- Tahap Il : 2014
-Tahap Il :2015/2018

e. Meningkatkan transparansi Non-Tariff Measures (NTMs);

f.  Konsisten dengan International Best Practices.

4. Trade Facilitation

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor dan mendorong integrasi ekonomi
ASEAN menuju pasar tunggal untuk barang, jasa, dan investasi serta berbasis
produksi tunggal ASEAN, diperlukan mekanisme perdagangan dan kepabeanan,
proses, prosedur dan arus informasi terkait yang simpel, harmonis dan terstandar.
Dengan adanya fasilitasi perdagangan ini diharapkan akan tercipta suatu lingkungan
yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi bagi transaksi perdagangan
internasional sehingga dapat meningkatkan perdagangan dan kegiatan usaha
termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta menghemat waktu dan
mengurangi biaya transaksi.

5. Customs Integration (Integrasi Kepabeanan)

Rencana Strategis Pengembangan Kepabeanan untuk periode 2005 — 2010
difok